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Menimbang
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PERATURAN CAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG ’ %

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentanq Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemerlksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir,

bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APE D Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2009;



Mengingat

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1585 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569),

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pe nbentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabuapten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 );

Undang-Undang Nomor 30 ;.msc: 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
137, Tambahan Lembaran Nomor 4250); o \ .

Ur dang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ' .

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Unda \gan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara mmvcc_,x, Indonesia Nomor 4844);



1.

12.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan xa:?c_s Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemtaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048),

_ Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemhinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentar g Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4138); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4139); _

»

Pe raturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor, 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay.nan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574),

i



21.

22.

23.

24,

25.

26.

27

28.

29.

0. Peraturan Pemerintah Nomor §5 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik In ionesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Neyara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara R2publik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineria Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3),

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 14);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2009 Nomor 5);



30.

31.

32.

33.

N

Peraturan Menteri Dalam Negeri Noemor 59 Tahun 2007 tetang Perubahan atas Pe

an Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Mei teri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2009 (Berita
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 20);

Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendap:tan dan Belanja Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 51).
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Dingan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN
MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1. P merintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
de ngan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-uncang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945;

2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;

3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Katingan;

5. Pertanggungjawaban adalah Laporan Keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.



BAB I
FERTANGGUNGJAWABAN

’ vmwm_ 2

1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
a.Laporan realisasi anggaran;
b.Neraca;
¢. Laporan arus kas; dan

d.Catatan atas laporan-keuangan

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah /
perusahaan daerah.
Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tahun anggaran 2009 sebagai berikut :

a. Pendapatan 553.017.884.033,8:%
b. Belanja 569.849.734.441,0)

Surplus/Defisit (16.831.850.407,14)
¢. Penerimaan Pembiayaan 169.251.255.139,70

Pengeluaran Pembiayaan . 3.750.000.000,00

Pembiayaan Neto 165.501.255.139,70

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

(1)  Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumiah Rp. Q,o.oow.mmm.wmu_mm
Dengan rincian sebagai berikut : |
& a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 542.115.245.650,00
b. Realisasi Rp. 553.017.884.033,86
Selisih lebih / (kurang) Rp. 10.902.638.383,86
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)

(®)

(6)

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumiah Rp. 136.466.722.159,00
Dengan rincian sebagai berikut :

a. >:mmm_,m_; belanja setelah perubahan Rp. 706.316.456.600,00
b. Realisasi . A Rp. 569.849.734.441,00
Selisih lebih / (kurang) Rp.. 136.466.722.159,00

Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 147.369.360.542,86 dengan rincian sebagai berikut .

a. Surpl s/Defisit setelah Perubahan (164.201.210.950,00)
b. Realisasi (16.831.850.407,14)
(147.389.360.542,86)

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 699.955.810,30 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan - Rp. 169.951.210.950,00

b. Realisasi Rp. 139.251.255.138,70

Selisih lebih ! (kurang) Rp. 699.955.810,30

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pet 1biayaan sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 5.750.000.000,00
b. Realisasi : , Rp.  2.750.000.000,00
Selisih lebih / (kurang) . Rp. 2.000.000.000,00

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumiah Rp. (1.300.044.189,70) dengan rincian sebagai berikut .

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 164.201.210.950,00
b. Realisasi Rp. 165.501.256.139,70
Selisih lebih / (kurang) Rp.  (1.300.044.1 89,70)




Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b per 31 Desember Tahun 2009 sebagai berikut :

a. Jumlah aset
b. Jumlah xmi%n, an
¢. Jumlah ekuitas dana

Rp 1.774.598.977.739,30
Rp 0,00
Rp 1.774.598.977.739,30

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2009 Sebagai berikut :

Saldo kas aval per 1 Januari tahun 2009

tod

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan
Arus kas dari aktivitas pembiayaan

Arus kas dari aktivitas ron-anggaran

Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2009

~ 0o o o0 v

Rp  169.127.274.023,70
Rp  253.246.727.723,86
Rp (270.078.578.131,00)
Rp  (3.626.018.884,00)
Rp 0,00
Rp  148.669.404.732,56

Pasal 7

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggar: n 2009 sebesar Rp. 148.669 404.732,56 terdiri dari

a. Kas pada kas daerah
b. Kas pada bendahara pengeluaran
c. Investasi jangka pendek .
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Rp. 117.443.208.832,56
Rp. 1.226.195.900,00
Rp.__30.000.000.000,00
Rp. 148.669.404.732,56

Pasal 8

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d tahun anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas

pos-pos laporan keuangan.



Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud-pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Lampiran|

Lampiran 1.1
Lampiran 1.2
Lampiran 1.3
Lampiran |.4

Lampiran 1.5
Lampiran 1.6
Lampiran 1.7
Lampiran 1.8
Lampiran 1.9
Lampiran 1.10
Lampiran .11

b. Lampiran Il
¢. Lampiran ill

d. Lampiran IV

Laporan realisas: anggaran

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan oam.ammmx

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan,
Rekapitulasi realisasi anggai-an belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaian belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara,

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

PDaftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Daftar dana cadangan daerah ;dan

Daftar pinjamen daerah dan obligasi daerah.

Neraca
Laporan arus kas
Catatan atas laporan keuan;jan

Pasal 10

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.

N

b. Ik tisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran Vi peraturan daerah ini.



as

flanggungjawaban peizksanaan APBDY sebagai rincian lebih lanjut dai

Kat tapkarn
ranggungjawabarn pelaksanaan APBED.
BAB Il

KETENTUAN LAIN-LAINNYA

Pasal 12
n Perzturan Bupati Katingan.

Hal-hal yang belumn diaiur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur denga
_ BAB IV .
. ‘ KETENTUAN PENUTUP

. s Pasal 13

oerziuran Da2rah ini inulal beriaku pada tanggal divndangkan.
igetahuinya, menenntahkan pengundangan Peralu:an [Daerah ini dengan perempatairnya dalaem Lembaran Darrah.

Agar selap 0-eng me:
Ditetapkan di Kasongan
25 September 2010

Diundangkan di Kascngan
pada tanggal, 25 September 2010
’ DUWEL RAWING

LEMBARAN DAERA1 KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2010 NOMOR ©



